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BAB V 

PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

 Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :  

1. Peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan 

terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana di dalam lembaga 

pemayarakatan adalah berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan SOP (Standar 

Operasional Prosedur), dimana dalam pembinaanya setiap warga binaan 

yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi, berupa sanksi ringan, 

sanksi sedang dan sanksi berat. Dalam pemberian  sanksi ringan bisa berupa 

teguran tertulis dan tidak tertulis, sanksi sedang memasukan dalam sel 

pengasingan dan sanksi berat memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 

(enam) hari dan dapat   diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari serta 

tidak mendapatkan hak remisi dan kunjungan keluarga. 

2. Adapun faktor-faktor yang menghambat sipir dalam melakukan pembinaan 

terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah tidak seimbangnya jumlah 

petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dengan 

jumlah warga binaan pemasyarakatan, terbatasnya sarana dan prasarana 

yang mendukung pengamanan di Lapas, kurangnya pendekatan emosional  

antara Petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan Kepala Lapas, kurangnya 

wewenang petugas lapas dalam pola pembinaan khususnya dibidang 
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narkotika, dan kurangnya kesadaran dari warga binaan itu sendiri untuk 

mengikuti pola pembinaan yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan. 

5.2. SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang 

bisa dijadikan bahan pertimbangan sekaligus referensi bagi pihak-pihak terkait, 

diantaranya :  

1. Diperlukan penambahan petugas dibidang pengamanan dan alat-alat 

pengamanan seperti kamera pengawas (CCTV) dan senjata pengamanan di 

Lapas Klas IIA Gorontalo agar pelaksanaan pembinaan terhadap warga 

binaan pemasyarakatan dapat berjalan dengan maksimal serta tidak terjadi 

pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan.  

2. Diperlukan adanya pembinaan khusus bagi warga binaan yang terlibat 

dalam kasus narkotika, berupa kerja sama dengan BNN Kota Gorontalo. 

3. Perlu adanya kedekatan secara emosional antara warga binaan dan petugas 

lapas, agar terciptanya lingkungan lapas yang aman dan tertib. 

4. Perlu adanya bimbingan konseling pada warga binaan pemasyarakatan, agar 

warga binaan tidak secara pribadi menanggung bebannya sendiri, yang 

kemudian adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan yang bisa mengganggu keamanan serta ketertiban lembaga 

pemasyarakatan. 
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